
diselesaikan pada tahun anggaran berkenaan; 

c. berdasarkan ketentuan Pasal 5 huruf a Undang 

Undang Nomor 1 Tahun 2004 ten tang 

Perbendaharaan Negara jo. Pasal 5 ayat (2) huruf a 

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 

tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Walikota 
selaku Kepala Pemerintahan Daerah menetapkan 

kebijakan tentang pelaksanaan APBD; 

Menimbang 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
WALIKOTA DEPOK, 

a. bahwa berkenaan dengan berbagai kondisi, sampai 

dengan akhir tah un anggaran terdapat pekerj aan 

yang mempunyai asas manfaat yang tinggi dalam 
rangka pelayanan kepada masyarakat yang tidak 

dapat diselesaikan; 

b. bahwa dalam rangka mengakselerasi penyelesaian 

pekerjaan yang belum selesai sampai dengan akhir 

tahun anggaran sebagaimana dimaksud dalam r huruf a, perlu mengatur ketentuan mengenru 
penyelesaian sisa pekerjaan yang tidak dapat 

WALIKOTA DEPOK 

PERATURAN WALIKOTA DEPOK 

NOMOR 43 TAHUN 2012 

TENTANG 

PENYELESAIAN PEKERJAAN TAHUN ANGGARAN 2012 

YANG DIBEBANKAN PADA ANGGARAN TAHUN 2013 



Perbendaharaan Negara (Lem bar an Negara 

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4355); 

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 ten tang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana 

telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang 

Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua 

Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4484); 

2. 

Pembentukan Kotamdya Daerah Tingkat II Depok dan 

Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 3828); 

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 

1. 

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, 

perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang 

Penyelesaian Pekerjaan Tahun Anggaran 2012 Yang 

Dibebankan Pada Anggaran Tahun 2013; 

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Mengingat 
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tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan 

pemerintah Kota Depok (Lem baran Daerah Kota Depok 

Tahun 2008 Nomor 7); 

9. 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 

Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang 

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana 

telah beberapa kali diubah terakhir dengan 

Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang 

Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 

54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa 

Pemerintah; 

10. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 7 Tahun 2008 

7. 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 

Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5234); 

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang 

Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, 

Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerntah Daerah 

Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4737); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 

6. 

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 

Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4483); 

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
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Pasal l 
Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan : 
1. Kota adalah Kota Depok. 

2. W alikota adalah W alikota Depok. 

3. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut PA adalah 
Pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran 

Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Pejabat yang 

disamakan pada Institusi Pengguna APBD. 

4. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK 

adalah pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan 

Pengadaan Barang/ Jasa . 
5. Kontrak adalah perjanjian tertulis antara Pejabat 

Pembuat Komitmen dengan Penyedia Barang 

dan/ atau Jasa untuk melaksanakan suatu 

pekerjaan tertentu. 
6. Tahun Anggaran adalah masa berlakunya anggaran 

yang dihitung mulai tanggal 1 Januari sampai 
dengan tanggal 31 Desember. 

YANG DmEBANKAN PADA ANGGARAN TAHUN 2013. 
2012 ANGGARAN TAHUN 

MEMUTUSKAN : 

WALIKOTA TENTANG PENYELESAIAN PERATURAN 
PEKERJAAN 

("" Menetapkan 

11. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 08 Tahun 2008 

tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran daerah 

Kota Depok Tahun 2008 Nomor 08) sebagaimana telah 

beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah 

Kota Depok Nomor 20 Tahun 2011 ten tang Perubahan 

Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 08 

Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah 

(Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2011 Nomor 20); 
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pekerjaan. 
(3) Pemberian kesempatan menyelesaikan keseluruhan 

pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

berdasarkan atas kajian teknis dan Penelitian PPK serta 

diketahui oleh Pengguna Anggaran dalam bentuk Berita 

Acara. 
(4) Pemberian kesempatan menyelesaikan keseluruhan 

pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak 

termasuk pekerjaan Kontrak tahun jamak (multiyears 

contract). 

pelaksanaan berakhirnya masa sejak terhitung 

Pasal 2 
(1) Pekerjaan dari suatu Kontrak yang sumber dananya 

telah dialokasikan dalam Anggaran Tahun 2012, harus 
diselesaikan pada Tahun Anggaran berkenaan. 

(2) Pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang 

tidak dapat diselesaikan sesuai dengan jangka waktu 

kontrak dimana pekerjaan tersebut berada pada akhir 

Tahun Anggaran 2012, maka dapat diberikan 

kesempatan menyelesaikan keseluruhan pekerjaan 

melewati Tahun Anggaran 2012 dengan batas waktu 

paling lama 50 (lima puluh) hari kali kalender 

7. Daftar hi tam adalah daftar yang memuat identitas 

Penyedia Barang/Jasa dan/atau Penerbit Jaminan yang 

dikenakan sanksi oleh Pengguna Anggaran/Kuasa 
Pengguna Anggaran berupa larangan ikut serta dalam 

proses pengadaan barang/ jasa diseluruh Satuan Kerja 
Perangkat Daerah. 
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dan/ a tau jasa dapat disetujui, maka : 

1. penyedia barang dan/ a tau jasa haru s 

menyampaikan Surat Pernyataan kesanggupan 
penyelesaian pekerjaan kepada PPK yang 
ditandatangani di atas materai oleh Pimpinan 
Penyedia Barang dan/ a tau Jasa; 

dapat memutuskan kontrak secara sepihak sesuai 

dengan ketentuan perundang- undangan yang 

berlaku; 

d. Apabila berdasarkan basil kajian teknis dan 
penelitian PPK, permohonan penyedia barang 

Pasal 4 
( 1) Tata cara penyelesaian keseluruban pekerjaan yang 

melewati 'I'ah un Anggaran 2012 sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 2 diatur sebagai berikut : 

a. Penyedia barang dan/atau jasa menyampaikan 

Surat Permohonan Perpanjangan Penyelesaian 

Pekerjaan kepada PPK sebelum kontrak berakhir; 
b. Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud 

pada huruf a, PPK melakukan kajian teknis dan 

penelitian yang diketahui oleh PA dan dituangkan 

dalam Berita Acara; 

c. Apabila berdasarkan basil kajian teknis dan 
penelitian PPK, permohonan penyedia barang 
dan/ a tau jasa tidak dapat disetujui, maka PPK 

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

Tahun 2013. 

keseluruban pekerjaan 

2012 dibe bankan pada 

Pembayaran penyelesaian 

melewati Tah un Anggaran 

Pasal 3 
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denda c. Pernyataan bersedia dikenakan 

keter lam ba tan penyelesaian pekerjaan. 

penyelesaian pekerjaan yang diberikan oleh PPK; 

(2) Surat Pernyataan sebagaimana dimaksud pada 

ayat (l)huruf d angka 1, paling sedikit memuat: 
a. Pernyataan kesanggupan penyelesaian pekerjaan; 

b. Waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan 

pekerjaan; dan 

jaminan 

waktu 

mem perpanjang 

dengan batas 
dan/ a tau jasa untuk 
pelaksanaan sesuai 

PA atas penyelesaian pekerjaan melewati 
Tahun Anggaran 2012 dilampiri dengan copy 

Surat Pernyataan kesanggupan penyelesaian 

pekerjaan sebagaimana dimaksud pada angka 1, 

yang telah dilegalisasi oleh PPK; 

4. Berdasarkan pemberitahuan PPK sebagaimana 
dimaksud pada angka 3, PA mengusulkan alokasi 

anggaran pada Perubahan Anggaran Pendapatan 

dan Belanja Daerah Tahun 2013. 

e. PPK memerintahkan kepada Penyedia barang 

kepada pem beritahuan 3. PPK menyampaikan 

mencantumkan sumber dana dari Perubahan 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

Tahun 2013 atas pekerjaan yang akan 

diselesaikan; 

untuk Kontrak addendum 2. Dilakukan 
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Pasal 7 
PPK bertanggung jawab secara formil maupun materiil atas 

penyelesaian keseluruhan pekerjaan sebagaimana dimaksud 

dalam Peraturan Walikota ini. 

Pasal 6 
Apabila sampai dengan batas waktu 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) 
pekerjaan masih belum dapat diselesaikan, PPK 
memutus kontrak secara sepihak dan melakukan hal-hal 
sebagai berikut : 
a. Mencairkan Jaminan pelaksanaan; 

b. Memerintahkan Penyedia barang dan/ atau jasa untuk 
rnelunasi Sisa uang muka atau mencairkan jaminan Uang 
Muka; 

c. Memerintahkan Penyedia barang dan/atau jasa membayar 
denda keterlambatan; dan 

d. Mernasukan Penyedia barang dan/atau jasa dalam Daftar 
Hitam. ,.... 

I 

Pasal 5 
Penyedia barang dan/ a tau ja sa yang diberi 
kesempatan untuk menyelesaikan pekerjaan melewati 
Tahun Anggaran 2012 sebagaimana diatur dalam 
Peraturan Walikota ini, dikenakan denda keterlambatan 
sebesar 1/ 1000 (Satu perseribu) dari nilai kontrak atau 
nilai bagian kontrak untuk setiap hari keterlambatan. 
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Hj. ETY SURYAHATI 
BERITA DAERAH KOTA DEPOK TAHON 2012 NOMOR 43 

Diundangkan c:H Depok 
pada tanggal 11 Desember 2012 

SEKRETARIS DAERAH KOTA DEPOK, 

H. NUR MAHMUDI ISMA'IL 

Ditetapkan di Depok 
pada tanggal 11 Desember 2012 

WALIKOTA DEPOK, 

Pasal 8 
Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal 
diundangkan. 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 
Pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya 
dalam Berita Daerah Kota Depok. 
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:YAFRIZAL, SH 
. 196701261994031005 

KEPALA BAGIAN HUKUM, 

Demikian disampaikan, apabila Bapak berkenan mohon 
penandatanganan rancangan Peraturan W alikota dimaksud dan apabila Bapak 
tidak berkenan mohon arahan lebih lanjut. 

Bersama ini kami sampaikan rancangan Peraturan Walikota Depok 
tentang Penyelesaian Pekerjaan Tahun Anggaran 2012 Yang Dibebankan Pad.a 
Anggaran Tahun 2013, untuk mendapat penetapan. 

Sebagai bahan pertimbangan dalam pengajuan rancangan dimaksud, 
dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut: 
a. rancangan Peraturan Walikota sebagaimana dimaksud diajukan oleh Kepala 

Bagian Pembangunan Setda Kota Depok, sesuai Nota Dinas Nomor Nomor: 
268/ND/XII/2012-Pemb perihal Usulan Penetapan Peraturan Walikota 
Depok tentang Penyelesaian Pekerjaan Tahun Anggaran 2012 Yang 
Dtbebankan Pada Anggaran Tahun 2013; 

b. bahwa berkenaan dengan berbagai kondisi, sam.pai 
dengan akhir tahun anggaran terdapat pekerjaan yang mempunyai 
asas manfaat yang tinggi dalam rangka pelayanan kepada masyarakat 
yang tidak dapat diselesaikan; 

c. bahwa dalam. rangka mengakselerasi penyelesaian 
pekerjaan yang belum selesai sampai dengan akhir tahun anggaran 
sebagaimana dimaksud dalam huruf b, perlu mengatur ketentuan 
mengenai penyelesaian sisa pekerjaan yang tidak dapat diselesaikan 
pada tahun anggaran berkenaan; 

d. bahwa berdasar ketentuan Pasal 5 huruf a Undang-Undang Nomor 1 
Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara jo. Pasal 5 ayat (2) 
huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah, Walikota selaku Kepala Pemerintahan 
Daerah menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBD; 

e. Materi yang terdapat dalam rancangan terse but telah dikoordinasikan dengan 
Bagian Pembangunan Setda Kota Depok selaku unit pengusul. 

Dari 
Sifat 
Lampiran 
Perihal 

Yth. Bapak Walikota Depok 
Melalui Sekretaris Daerah Kota Depok 
Kepala Bagian Hukum 
Biasa 
1 (satu) Berkas 
Penyampaian rancangan Peraturan Walikota Depok 

Kepada 

NOTADINAS 

Jalan Margonda Raya Nomor 54 Depok 16431 Jawa Barat 
Telp. (021) 7773610 - 7762960 Fax. (021) 77204217 

PEMERINTAH KOTA DEPOK 

SEKRETARIAT DAERAH 



Dra. Hj. Yulistiani Mochtar, MM 
NIP. 19600731198103 2 003 

Kepala Bagian Pembangunan Q ~ 
~ 

Demikian, atas perhatian dan kerjasarnanya diucapkan terima kasih. 

Anggaran Tahun 2013, selanjutnya rnohon diproses untuk penetapannya. 

Penyelesaian Pekerjaan Tahun Anggaran 2012 Yang dibebankan Pada 

Berikut disarnpaikan draft Peraturan Walikota · Depok tentang 

Yth. Kepala Bagian Hukurn Setda Kota Depok 
Kepala Bagian Pernbangunan 
)b8 {IJ() /JCIJi'J-01L-'('<...t'o 

7 Desernber 2012 
Usulan Penetapan Peraturan Walikota Depok tentang 
Penyelesaian Pekerjaan Tahun Anggaran 2012 Yang 
Dibebankan Pada Anggaran Tahun 2013 
1 (satu) berkas 

NOTADINAS 

Lampiran 

Kepada 
Dari 
Nomor 
Tanggal 
Perihal 

Jalan Margonda Raya Nomor 54 Depok 16431 Jawa Barat 
Telp. (021) 7773610 - 7762960 Fax. (021) 77204217 

PEMERINTAH KOTA DEPOK 

SEKRETARIAT DAERAH 

,. 


